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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang berusaha 

mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju dengan konsep 

pembangunan.Di negara berkembang upaya pemerintah dalam 

mengembangkan sektor kehidupan masyarakat seringkali menghadapi berbagai 

kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam menerapkan konsep 

pembangunan adalah masalah partisipasi atau keterlibatan warga negara. 

Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun 

oleh sebuah negara. 

Pengertian bentuk negara atau wujud negara, adalah bangunan Negara 

yang membagi kekuasaan antara pemerintahan (negara) di pusat,dan 

pemerintaha (negara) di daerah.Apabila bentuk negara diartikan bangunan 

Negara, maka bentuk Negara itu ada tiga macam,yaitu negara kesatuan 

(unitaris), negara serikat (federasi/federalis), dan perserikatan negara-negara 

(konfederasi)
1
 

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, 

yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan 

kepada bupati atau walikota, melalui camat. Kepada BPD, kepala desa wajib 

memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat 
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menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap 

harus memberi peluang kepada masyarakat melalui melalui BPD untuk 

menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang 

bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. 

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, yakni 

terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa dipilih 

langsung oleh dan dari penduduk desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

dan diakui keberadaannya dan berlaku ketentuan hukum.
2
 

Dalam upaya pelaksanaan hukum pemerintah daerah dalam bentuk 

otonomi daerah akan sangat tergantung persiapan pemerintah daerah dalam 

menata atau menysun sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang 

efektif,efisien,transparan,dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari 

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuia dengan amanat 

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ,bahwa 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah 

dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 

(good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) dalam 

mewujudkan pembangunan daerah yang disentralistik dan demokratis, 

termasuk dalam pemerintahan desa,karena bagian dari pemerintah dareah 
3
 

Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat 

tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis 
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kelamin,baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga keterlibatan setiap warga 

negara menjadi syarat mutlak bagi tercapainya tujuan nasional, artinya tanpa 

adanya partisipasi politik warga negara maka tujuan nasional yang hendak 

dicapai menjadi sulit untuk diwujudkan. Seiring dengan era reformasi yang 

semakin terbuka ditandai dengan hidupnya nilai-nilai demokrasi dalam 

masyarakat tentunya memberikan kesempatan yang luas kepada setiap warga 

negara untuk menikmatinya
4
 

Dalam kehidupan sosial bernegara, setiap warga negara pada dasarnya 

tidak ada pembedaan atas hak dan kewajibanya,semuanya sama dihadapan 

hukum dan pemerintahan. 

Termasuk dalam hal ini adalah hak berpolitik, hak untuk memberikan 

pendapat dan hak untuk melakukan koreksi atas pemerintahan.Pergantian 

kepemimpinan sebagai salah satu keniscayaan dalam sistem demokrasi 

menuntut keterlibatan warga negara didalamya.Adapun miniatur dari 

pemerintahan negara adalah pemerintahan desa, dimana masyarakatnya masih 

menjunjung tinggi sifat kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga pemerintah 

mempunyai perhatian khusus terhadap pemerintahan desa terbukti atas 

disahkanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 46 Tahun 2016  tentang laporan Kepala Desa, diharapkan 

mempunyai paradigma baru bahwa perubahan baik ekonomi, pembangunan, 

dan kebijakan politik bukan hanya dari kota saja, akan tetapi membangun 

Indonesia harus mulai dari Desa. 
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Masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan 

pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran-serta 

kepala desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai 

suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga atau pun 

kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan 

kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan 

pelayanan publik. Banyak hasil dari program-program penyelenggaraan 

pelayanan publik yang berlandaskan peran-serta masyarakat termasuk program 

pemerintah desa kurang berkembang bahkan ada yang sudah tidak berlanjut. 

Hal ini disebabkan karena para petugas lapangan sebagai motivator dari 

program tersebut kurang memberikan dorongan kepada masyarakat khususnya 

kepada kepala desa lebih lanjut secara terus-menerus.  Peran kepala desa 

sangatlah penting diperlukan dengan keadaan masyarakat pedesaan yang 

berpendidikan masih cukup rendah dan kebanyakan adalah petani yang 

digambarkan pada Kecamatan salo yang notabene memiliki sebuah varian yang 

berbeda dengan kecamatan lainya di kampar, dengan masyarakat yang semi 

pedesaan dan kota menjadi gambaran kemajemukan dan realitas sosial dengan 

struktur sosial yang berbeda. 

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 
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pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan kemasyarakatan desa.
5
 

Bergulirnya Otonomi daerah telah berjalan sejak Januari 2001, 

dalambeberapa hal Otonomi Daerah yang dilegalkan dengan Undang-Undang 

No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 

Tahun1999 tentang perimbangan keuangan, telah menjadi tonggak baru dalam 

tradisi Pemerintahan di Negeri ini. 

Kemudian lahirlah Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah, dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sebagai revisi terhadap Undang-Undang yang sudah ada. 

Dengan lahirnya kedua Undang-Undang tersebut yang merupakan 

pengganti dan pelengkap dari Undang-Undang sebelumnya (UU No.22 

tahun1999 dan UU No.25 tahun 1999). yang dianggap tidak sesuai lagi dengan 

prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan, Daerah 

akan lebih leluasa menyelenggarakan otonomi daerah yang menekankan 

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan 

serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Setalah sekian tahun 

bergulirnya otonomi di negeri ini, telah banyak dampak positif dan dampak 

negatif yang kita rasakan. Hampir di seluruh daerah otonom yang ada di 

Indonesia pada saat ini, menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, 

transparan dan akuntabel serta yang paling penting telah mampu memberikan 
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kesejahteraan pada rakyatnya, melalui segala bentuk pelayanan publik dan 

pemenuhan hak-hak dasar yang baik. Namun tidak jarang beberapa wilayah 

yang otonom memanfaatkan peluang otonomi daerah, untuk melahirkan korup 

gaya baru, seperti melahirkan raja-raja kecil di daerah seperti berbagi dengan 

tingkat pusat, yang sekarang sudah berada di depan mata rakyat yakni di 

daerahnya sendiri. 

Apabila kita menganalisa pendapat-pendapat para ahli berhubungan 

dengan otonomi daerah ini, maka peran pemerintah mulai dari level yang 

paling bawah hingga kelevel yang paling atas sangat diperlukan seperti level 

yang paling randah yaitu desa, karena pada dasarnya di desalah yang memiliki 

hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dibandingkan hubungan yang 

ada diperkotaan. Sistem kehidupan masyarakat biasanya berkelompok atas 

dasar sistem kekeluargaan.Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya 

hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng 

dan bata. Namum demikian, tidaklah berarti bahwa setiap orang mempunyai 

tanah
6
 

Dalam perspektif sosiologis desa adalah yang menempati wilayah 

tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, 

bercorak homogen, dan banyak bergantung pada alam. Menurut kaca mata 

politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki 

kewenangan tertentu dalam pemerintahan Negara
7
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Memperhatikan kewenangan yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah kewenangan dibidang pemerintahan 

yang tidak diserahkan kepada daerah, sehingga kewenangan tersebut tetap 

menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam wujud dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan.  Otonomi daerah merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka 

menjawab dan memenuhi tuntutan revormasi dan demokratisasi hubungan 

pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah
8
 

Selanjutnya HAW. Widjaja mengatakan bahwa Desa memiliki posisi 

yang sangat strategis sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang 

terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.Indikasi keberhasilan pemerintah 

dalam pelaksanaan Otonomi desa.Oleh karna itu upaya memperkuat Desa 

merupakan langkah yang harus segera di wujudkan baik oleh pemerintah 

profinsi maupun pemerintah kabupaten
9
. 

Untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber 

keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang 

merupakan persyaratan dalam sistim pemerintahan  Daerah.  Sejalan dengan 

hal tersebut, Bagir Manan mengatakan bahwa; Desentralisasi khususnya 

Otonomi dimanapun tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan. Hak 

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan makna 
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membelanjai diri sendiri.Membelanjai diri sendiri atau pendapatan sendiri 

menunjukkan bahwa Daerah mempunyai pendapatan sendiri
10

. 

Dengan melihat realita yang ada bahwa pemerintah desa belum dapat 

memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahannya baik dalam memberikan 

pelayanan demikian juga LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), 

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga belum berjalan sesuai dengan 

fungsinya seperti membuat perencanaan, memusyawarahkan program desa, 

dapat ditarik satu titik masalah bahwa masyarakat desa perlu dibudayakan 

untuk menumbuhkan kembali dan kemandirian masyarakat desa sehingga 

masyarakat desa menjadi mandiri sesuai dengan hakikat “ Otonomi Desa” itu 

sendiri. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, 

Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak dan retribusi daerah 

Kabupaten atau Kota dan bagian dari hasil perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Perolehan bagian keuangan 

desa dari Kabupaten/ Kota, dan bagian dari hasil perimbangan keuangan pusat 

dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Perolehan bagian keuangan 

Desa dari Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana 

Desa (ADD)  yang penyalurannya melalui kas Desa
11

. 
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Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing 

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
12

 

Berlakunya Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

yang merupakan turunan dari Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah,ditambah dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala  Desa.Karena dalam 

pelaksanaannya pengaturan mengenai desa belum dapat mewadahi segala 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, pelaksanaan 

pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan  

masyarakat hukum adat, demokrasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta 

kemajuan dan pemerataan pembangunan  sehingga menimbulkan kesenjangan 

antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dikarenakan ketiadaan 

informasi pelaksanaan penyelenggaran pemerintah desa, maka penulis ingin 

meneliti mengenai : “Pelaksanaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
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Tentang Laporan Kepala Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo 

Kabupaten Kampar.” 

 

B. Batasan Masalah 

Batasan dalam permasalahan yang akan penulis angkat adalah, 

Pelaksanaan Informasi Pemerintah Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa pada Pasal 10 . 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

MenurutPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang 

Laporan Kepala Desa Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten 

Kampar? 

2. Apa faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanan Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa Di Desa 

Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 

Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tata cara atau prosedur pelaksanaan 

laporan kepala desa kepada masyarakat. 

2. Manfaat Penelitian 

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan 

masalah yang diselidiki.Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan 

penelitian yangbertitik tolak dari permasalahan yang diungkap.Suatu 

penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada 

kehidupan masyarakat.Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi 

yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis
13

 

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat 

memberikan berbagai manfaat : 

1) Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku 

perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan. 

b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi 

peneliti. 

c. Untuk mengetahui secara mendalam tentang Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa 

d. Menambah literatur atau bahan bahan informasi ilmiah yang dapat 

digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya. 
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2) Manfaat Praktis. 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya 

dan khususnya tentang laporan kepala desa dalam terhadap 

masyarakat. 

b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas 

tentang laporan kepala Desa. 

c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan 

bagi penulis. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Penelitian ini merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi.Suatu penelitian 

harus ditunjang dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penelitian 

tersebut, sehingga penelitian yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan,           

mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Mengembangkan 

berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang ada. Menguji 

kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada dirasa masih atau menjadi 

diragukan kebenarannya. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode 

penelitian suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi 

ilmu pengetauhan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang 

ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami 
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1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian 

hukum sosiologis. 

Penelitian ini dilakukan dengan survey atau langsung ke lapangan 

untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data 

berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni 

menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan 

informasi penyelenggaraan pemerintah desa menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa di Desa 

Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Kantor Kepala Desa Sipungguk. Karena di 

kantor tidak adanya informasi tentang pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penentuan lokasi ini 

dilakukan, karena dekat dengan domisili atau tempat tinggal peneliti 

sehingga peneliti mudah manjangkau lokasi tersebut. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama.
14

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini ada 3 (tiga) macam yang pertama 

adalah Total Sampling himpunan dari keseluruhan objek yang diteliti. 
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 Bambang Sunggono, Metodelogi penelitian Hukum, (Jakarta :Rajawali Press, 2012), 

h.118. 
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Purpossive Sampling yaitu pengambilan yang hanya disesuaikan dengan 

tujuan penelitian ini. Random Sampling yaitu menentukan sampel dengan 

cara acak yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan 

akan dijadikan sampel. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel I.1 

Jumlah Populasi dan Sampel 

 

No Kategori popolasi Populasi Sampel 

1 Kepala desa Sipungguk 1 1 

2 Kaur pemerintahan  

Sipungguk 

 

1 

 

1 

3 Ketua BPD Sipungguk 1 1 

4 Tokoh masyarakat 

sipungguk 

 

5 

 

2 

5 Warga masyarakat 

Sipungguk 

8 4 

Jumlah 16 9 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah 

keterangan atau fakta melalui wawancara secara terarah dan sistematis 

dengan pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang objek 

yang diteliti yaitu kepala Desa Sipungguk Abu Bakar, SE, yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

b. Data Sekunder 

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak 

langsung,tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan 

perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan 

daerah penelitian guna penjajagan dan pengambilan data sekunder 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi dan 

gambaran umum dan dari populasi. 

b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang 

disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu 

c. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 

yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam 

masalah penelitian. 

d. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku referensi yang ada 

kaitannya dengan  persoalan yang diteliti..  

6. Metode Analisa Data. 

Data yang diperoleh baik dari study lapangan diteliti dengan metode 

analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan 

keadaan sebenarnya, apa yang dikatakan responden baik secara lisan 

maupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan utuh, 

kemudian dilakukan analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan 

dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat 

suatu skripsi yang ilmiah. 
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F. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika 

yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan 

mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari 

seluruh isinya
15

 

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematika yaitu 

membagi pokok-pokok skripsi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat 

sub-subbab. Penulis dalam skripsi ini membagi dalam lima bab yang diuraikan 

seperti di bawah ini: 

BAB I : Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, 

sitematika penulisan.  

BAB II : Bab ini membahas sejarah desa, keadaan wilayah desa, 

kepala desa, pemerintahan desa, sekretaris desa, kepala urusan 

pemerintah desa, kepala urusan umum, kepala urusan 

pembangunan, kepala urusan keuangan desa Sipungguk. 

BAB III : Bab ini membahas kajian teori yang berdasarkan objek 

yang diteliti terdiri dari Otonomi daerah, tinjauan tentang desa 

(pengertian desa, pemerintahan desa, kewenangan desa)  

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

BAB IV  : Bab ini membahas tentang Pelaksanaan dan faktor 

penghambat Informasi Penyelenggeraan Pemerintah Desa  

                                                           
15

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1998, Hal 250. 
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menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 

2016 Tentang Laporan Kepala Desa Di Desa Sipungguk 

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 

BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan secara singkat dan sekaligus 

saran dari hasil analisa dan pembahasan yang bisa bermanfaat 

DARTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


